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BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1. Sejarah Singkat

Sejak diterbitkannya Undang-Undang No 1 tahun 1967 jo Undang-Undang No 11 tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Undang-Undang No 6 tahun 1968 jo Undang-Undang No 12 tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) serta perangkat peraturan pelaksanaan penanaman modal telah memberikan peluang yang besar kepada usaha dunia swasta untuk melaksanakan kegiatan investasi.

Peranan investasi swasta bagi pembangunan baik regional maupun nasional merupakan kegiatan ekonomi yang sangat penting terhadap terciptanya kesempatan kerja serta pendapatan masyarakat yang pada gilirannya dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. 

Adanya kebijakan baru dibidang investasi oleh pemerintah sejak tahun 1998 merupakan langkah reformasi guna menggerakkan roda perekonomian yang mengalami krisis dan mempunyai dampak turunnya kepercayaan masyarakat khususnya dunia usaha swasta asing (investor) untuk menanamkan modalnya di Indonesia, mengingat kegiatan investasi merupakan motor pertumbuhan ekonomi, maka perlu upaya mengoptimalkan kegiatan perncanaan dan promosi, pelayanan perijinan dan pengendaliannya dengan harapan agar kegiatan investasi tidak saja mampu memulihkan ekonomi yang terpuruk tetapi pada gilirannya dapat menjadikan perekonomian yang tangguh handal dan mandiri.

Pelayanan investasi baik PMDN dan PMA didaerah merupakan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab BKPMD sebagaimana telah diatur dengan Keppres No 122 tahun 1999. Berbagai harapan dan upaya peningkatan peran BKPMD sekaligus dalam rangka upaya reformasi dibidang penanaman modal adlah sebagai berikut :

1. Adanya pelimpahan sebagian besar wewenang BKPM kepada BKPMD dengan system pelayanan “One Stop Services” melalui pola opsi (bisa ke BKPM, bisa ke BKPMD atau perwakilan RI diluar negeri untuk persetujuan prinsip.

2. Adanya kebijakan untuk menerapkan pola pelayanan perijinan satu atap di setiap daerah kabupaten/kota, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan investasi yang cepat, tepat mudah, murah dan transparan dalam rangka mewujudkan iklim investasi yang lebih kondusif guna meningkatkan realisasi investasi untuk memelihara kelangsungan pertumbuhan ekonomi didaerah.

3. Terhadap perusahaan-perusahaan PMDN dan PMA yang terkena dampak krisis, kiranya perlu diadakan pendataan secara lengkap, untuk selanjutnya dibantu diberikan jalan keluar penyelesaiannya dengan bebagai alternatif seperti pengalihan asset, pengalihan saham, merger serta perubahan lainnya.

4. Usaha kecil dan menengah perlu semakin memperoleh perhatian untuk di tumbuh kembangkan, karena kelompok ini cukup mampu bertahan meskipun dalam keadaan krisis ekonomi.

5. Dengan kekayaan alam Jawa Barat yang besar, maka era sekarang ini merupakan saat yang tepat untuk meningkatkan penyusunan rencana dan strategi baru, agar potensi tersebut dapat ditawarkan kepada para investor dengan bebagai kemudahan dan fasilitas yang lebih menarik. 

Dilain pihak dengan terbitnya Undang-Undang No 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan bertanggungjawab secara eksplisit dinyatakan bahwa kewenangan penanaman modal ditingkat propinsi tidak ada.

Lantas pemikiran dan pemahaman seperti ini dijadikan landasan Biro Organisasi Pemerintah Daerah diseluruh Indonesia untuk mendesain organisasi perangkat daerah disamping berpedoman kepada Peraturan Pemerintah No 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Sejalan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah maka didaerah telah diterbitkan pula Peraturan Daerah No 16 tahun 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah Propinsi Jawa Barat yang di Undangkan pada tanggal 13 Desember 2000 dalam lembaran daerah propinsi Jawa Barat  tahun 2000.

Peraturan daerah No 16 tahun 2000 ini merupakan dasar hukum lahirnya Badan Promosi Penanaman Modal Daerah Propinsi Jawa Barat sehingga Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Propinsi Jawa Barat (BKPMD) sejak tanggal 13 Desember 2000 telah berubah nomenklatur menjadi Badan Promosi Penanaman Modal Daerah Propinsi Jawa Barat (BPPMD).

2.2. Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi diperlukan untuk mengarahkan usaha dalam suatu Perusahaan dengan membentuk suatu organisasi untuk menentukan pembagian tugas dan tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan ruang lingkup pekerjaannya sehingga usaha tersebut dapat dikelola dan sejalan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai melalui efisiensi da efektivitas kerja.

Struktur organisasi yang baik akan memudahkan pola control intern perusahaan. Adapun susunan atau struktur organisasi di BPPMD adalah sebagai berikut :
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